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Abstrak: Hutan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, namun saat ini banyak sekali kerusakan-kerusakan 

yang terjadi pada ekosistem hutan yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka dengan menelusuri berbagai referensi dalam bentuk artikel ilmiah 

ataupun buku yang dicari menggunakan gogle scholar. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan seperti 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, peraturan 

pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum tata negara memiliki peran yang sangat besar dalam 

mewujudkan keberlanjutan pengelolaan hutan dan ekosistemnya. 

Katakunci: Hukum Tata Negara, Hutan, Ekosistem 

Abstract: Forests are the most important thing in human life, but currently there is a lot 

of damage occurring to forest ecosystems caused by certain elements. The research method 

used is a normative juridical legal research method with a literature study approach. The 

data collection technique used in this research is literature study by searching various 

references in the form of scientific articles or books searched using Google Scholar. Data 

was obtained from relevant legal sources such as the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia, laws on Forestry, government regulations on forest area management. The data 

was analyzed qualitatively using descriptive analysis techniques. The research results 

found that constitutional law has a very large role in realizing sustainable management 

of forests and their ecosystems.  
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Pendahuluan 

Sebagai bagian dari alam, hutan merupakan anugerah Allah SWT dan salah satu 

sumber daya alam yang sangat penting bagi umat manusia. Demi kesejahteraan masyarakat 

Indonesia, baik saat ini maupun di masa depan, hutan harus dilestarikan, dikelola, dan 

dimanfaatkan secara lestari (Yudoprakoso, 2018). 
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Masyarakat Indonesia benar-benar dapat memperoleh manfaat dari hutan sebagai 

modal pembangunan nasional secara seimbang dan dinamis, mulai dari manfaat teknologi, 

sosial budaya, hingga ekonomi. Sumber daya yang terdapat di hutan dan di lahan 

merupakan satu kesatuan alam yang sangat saling bergantung(Angst, 2021). Komunitas 

abiotik merupakan komponen penting hutan sebagai komunitas biotik dan piramida 

kehidupan. 

Penghancuran hutan dan lahan merupakan bukti bahwa manusia adalah penyebab 

utama kerusakan lingkungan yang membahayakan kehidupan seperti yang kita ketahui. 

Tuntutan populasi manusia yang semakin meningkat akan mempengaruhi upaya 

kepemilikan diri, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas (Liang, 

2021). Di negara-negara maju, polusi merupakan konsekuensi dari ekstraksi dan 

penggunaan sumber daya alam, proses produksi yang boros energi, teknologi maju, 

industri yang membuang-buang energi, transportasi dan komunikasi, serta aktivitas 

ekonomi lainnya. 

Karena kemiskinan mendorong manusia untuk merusak lingkungan, negara-negara 

berkembang menghadapi sejumlah permasalahan lingkungan. (Frenne, 2021) Oleh karena 

itu, jelas bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurangnya kesempatan kerja yang lebih 

baik, dan rendahnya tingkat pendidikan telah mendorong masyarakat di negara-negara 

berkembang untuk menggunakan lebih banyak sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-

hari (Messier, 2022).  

Pembakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan polusi asap yang berkontribusi 

terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Hal ini semakin membebani dan 

mengganggu ekosistem hutan (Seddon, 2021). Pembakaran lahan, termasuk lahan 

perkebunan dan kehutanan, merupakan salah satu aspek pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup di Indonesia yang paling mendapat perhatian dunia. Tanah adalah suatu 

kawasan daratan yang mengandung seluruh unsur biosfer, atmosfer, tanah, topografi, 

hidrologi, geologi, flora, fauna, serta hasil aktivitas manusia baik sejarah maupun masa kini 

(Suryaningsih, 2016). 

Membakar lahan atau hutan adalah tindakan ilegal. Beberapa sektor penting di 

negara ini mengalami kerugian besar akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kerugian 

tidak terbatas pada negara saja. Masyarakat juga mengalami kemunduran di bidang 

pertanian, kedokteran, dan bidang lainnya. berdasarkan berbagai permasalahan yang 

terjadi di alam dan menganggu ekositem hutan tersebut menunjukkan bahwa perlunya 

tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap para pelaku yang merusak ekosistem hutan 

tersebut (Chopra, 2022). Oleh sebab itu, hukum diperlukan dalam kasus ini sebagai sanksi 

yang menimbulkan efek jera agar tindakan merusak ekosistem hutan tidak terjadi lagi. 

Kemudian, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas bagaimana peran 

hukum tata negara dalam mewujudkan keberlanjutan pengelolaan hutan (Blickensdörfer, 

2022). Tujuan penulisan ini ialah penulis ingin memberikan edukasi yang positif terkait 

pentingnya menjaga ekosistem hutan dan memahami bagaimana hukum tata negara 

memberikan perannya dalam keberlanjutan pengelolaan hutan. Dari latar belakang diatas 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut 1) Apa yang dimaksud dengan hutan dan 

ekosistemnya? 2) Bagaimana implementasi Undang-Undang mengenai keberlanjutan 
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pengelolaan hutan dan ekosistemnya? 3) Bagaimana peran hukum tata negara dalam 

mewujudkan keberlanjutan hutan dan ekosistemnya? 

 

Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan pengelolaan kawasan hutan, seperti Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, dan peraturan 

pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka dengan mengumpulkan 

berbagai referensi dalam bentuk jurnal penelitian, skripsi dan beberapa sumber hukum 

Undang-Undang. Data yang digunakan ditelusuri melalui situs gogle scholar.  

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif (Sugiyono, 2013). Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia, 

instrumen hukum yang digunakan, dan efektivitas instrumen hukum tersebut. Upaya 

untuk meningkatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, pengecekan ulang, dan 

uji kredibilitas. 

Penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, seperti 

kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan. Jadwal penelitian ini terbagi menjadi beberapa 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Dengan 

metode penelitian yang komprehensif ini, diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian 

yang valid, reliable, dan kredibel dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan yang 

berkelanjutan di Indonesia. 

Hasil dan Pembahasan 

Hutan dan Ekosistemnya 

 Menurut definisi standar, hutan adalah komunitas tumbuhan yang sebagian besar 

terdiri dari pepohonan dan tumbuhan berkayu lainnya, dengan luas lebih dari 0,5 hektar 

dan tutupan kanopi pohon lebih dari 10%. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hutan 

sangat penting bagi lingkungan dan perekonomian. Selain menyediakan pangan, serat, 

kayu, dan sumber daya lain yang meningkatkan perekonomian, hutan juga membantu 

melestarikan lingkungan dengan menyimpan karbon dan mengendalikan siklus gas dan 

nutrisi (Ratmanda & Ismail, 2022). 

 Selain sebagai sumber daya alam terbarukan yang penting, hutan juga berperan 

penting dalam menjaga lingkungan yang mendukung kehidupan manusia. Selain kayu, 

hutan menawarkan berbagai sumber daya lain seperti lahan penggembalaan hewan, habitat 

satwa liar, sumber daya air, dan tempat rekreasi (Cohen-Shacham, 2019). Pengelolaan 

beragam sumber daya alam di dalam kawasan hutan merupakan salah satu komponen 

kehutanan. Tugas pengelolaan sumber daya hutan di dunia yang terus berubah semakin 

berat bagi para pengelola hutan. Sebagai sumber daya yang signifikan, hutan sangat 
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penting untuk menjaga keharmonisan ekologi dan mengatur lingkungan (Raihan, 2023). 

Kepedulian terhadap pelestarian dan perlindungan hutan semakin meningkat di seluruh 

dunia seiring dengan semakin banyaknya orang yang menyadari betapa pentingnya hutan 

bagi umat manusia dan kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan. 

 Demi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup, hutan merupakan sumber daya 

alam yang sangat berharga. Luasnya sekitar 30 persen dari total luas daratan bumi, atau 

9,4% dari permukaannya (Fang, 2022). Menjadi habitat bagi beragam spesies dan 

mendukung pelestarian serta perlindungan keanekaragaman hayati hanyalah dua dari 

sekian banyak manfaat yang diberikan hutan bagi seluruh makhluk hidup. Dengan 

menyerap dan menyimpan karbon dari atmosfer, hutan juga membantu memitigasi 

dampak perubahan iklim dan mengatur siklus karbon global. Selain memproduksi dan 

melestarikan tanah, ekosistem hutan yang sehat juga mengontrol aliran sungai dan 

limpasan air. Selain mencegah penggurunan dan degradasi lahan, hal ini juga dapat 

menurunkan kemungkinan terjadinya tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. 

 Selain itu, hutan juga memberikan keuntungan ekonomi bagi manusia karena 

berperan sebagai pemasok utama serat, kayu, air, obat-obatan, makanan, dan hasil hutan 

lainnya yang diperlukan untuk penghidupan dan penghidupan (Raihan, 2022b). Manusia 

dapat memperoleh manfaat langsung dari kelebihan tersebut, yaitu meningkatkan 

kesejahteraan dan memacu ekspansi ekonomi. Selain sebagai tempat yang memiliki nilai 

estetis, rekreasi, dan spiritual dari berbagai konteks budaya dan sosial, hutan juga 

memberikan manfaat tambahan bagi manusia. 

 Ekosistem hutan terdiri dari unsur biotik dan abiotik yang berinteraksi membentuk 

sistem yang kompleks. Selain komunitas tumbuhan dan hewan, hal ini juga mengacu pada 

mikroorganisme, tanah, sinar matahari, air, dan iklim. Setiap habitat dalam suatu ekosistem 

dapat memiliki perbedaan yang tidak kentara karena variasi kecil pada tanah, kemiringan, 

iklim, dll. Oleh karena itu, setiap petak lanskap memiliki atribut yang berkaitan dengan 

tanah, paparan, kelembapan, dan rezim suhu/presipitasi yang sesuai untuk suatu 

ekosistem. kumpulan tanaman tertentu (Najicha & Handayani, 2018). 

 Suatu sistem ekologi dengan komponen biologis dan fisik yang rumit yang saling 

berinteraksi dan bergantung satu sama lain disebut ekosistem hutan. Berbagai jenis hutan 

terbentuk secara alami oleh variasi komposisi hutan akibat interaksi antara berbagai 

komponen ekosistem hutan (Raihan, 2022a). Hutan secara garis besar dapat diklasifikasikan 

menjadi tropis atau subtropis, dan kedua kategori ini kemudian dapat dipisahkan lagi 

menjadi berbagai tipe hutan, seperti rawa, bakau, padang rumput, dataran rendah, dataran 

tinggi, atau pegunungan, hutan hujan, serta hutan gambut dan dataran tinggi.   

Implementasi Undang-Undang Mengenai Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Dan 

Ekosistemnya 

Pusat kehidupan dan kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, adalah 

hutan. Demi kesejahteraan masyarakat, negara dapat memperoleh keuntungan ekonomi 

dari hutan yang ditanami. Selain itu, hutan juga berperan dalam menentukan sistem 

penyangga kehidupan manusia baik secara lokal, nasional, maupun global. Peran dan 
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tanggung jawab hutan sebagai suatu ekosistem dalam kawasan lanskap ekologi yang lebih 

luas di mana hutan berada disebut sebagai fungsi hutan. 

Adapun implementasi undang-undang tentang pengelolaan hutan dan 

ekosistemnya terdapat pada pasal 12 Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan. Kemdian adapun beberapa dasar hukum yang di 

dalamnya terdapat hukum perlindungan hutan di Indonesia yakni sebagai berikut: 

a. Undang-undang No. 5 tahun 1967 yang membahas mengenai ketetapan-ketetapan 

dasar untuk kehutanan 

b. Undang-undang No. 5 tahun 1990 mengenai konservasi SDA Hayati serta ekosistem 

c. Undang-undang No. 12 tahun 1992 mengenai karantina binatang dan tumbuhan 

d. Undang-undang No. 41 tahun 1996 mengenai kehutanan (Prasetio & Ripandi, 2019). 

Peran Hukum Tata Negara Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Hutan Dan 

Ekosistemnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan, selanjutnya disebut 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, dengan ini disebut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, mengatur lebih 

lanjut kegiatan pengelolaan hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 

21, pengelolaan hutan meliputi rencana dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 

hutan, serta pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan, reklamasi dan rehabilitasi 

hutan, serta pelestarian hutan dan alamnya (Maulana et al., 2021). 

Sebagai upaya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil hutan, 

maka pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dilakukan secara hati-hati. Artinya, selain 

berfokus pada pemaksimalan manfaat, perlu pula diperhatikan aspek-aspek yang menjaga 

dan melestarikan potensi hutan. Hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasil-hasilnya 

harus dilindungi dan ditegakkan sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, agar 

hutan tetap dapat melayani kepentingan bangsa dan negara (Li, 2021). Namun meskipun 

manusia adalah makhluk sosial dan seharusnya mampu melestarikan hutan, alih-alih 

melakukan hal tersebut, manusia malah mencuri kayu, merusaknya, dan menyebabkan 

tanah longsor, banjir bandang, dan permasalahan terkait hutan lainnya. 

Karena berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan standar, pedoman, atau 

peraturan perundang-undangan dalam industri kehutanan, maka hukum kehutanan 

menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji. Kekayaan yang diatur 

pemerintah bermanfaat bagi umat manusia; Oleh karena itu, harus terus dilindungi, 

dikelola, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Maja, 2021). 

Karena hutan merupakan komponen penting bagi kesejahteraan manusia dan penentu 

kelangsungan hidup, maka keberlangsungan hutan sangatlah penting untuk menjamin 

kelestarian hutan selamanya. Pemeliharaan ini harus dilakukan dengan akhlak mulia, adil, 

berwibawa, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. 
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Konservasi hutan sangat dipengaruhi oleh dinamika pengelolaan hutan. Setelah nilai 

ekonomi sumber daya hutan meningkat, persepsi masyarakat terhadap hutan pun berubah 

sehingga menimbulkan persaingan dalam mendapatkan izin dan hak pengelolaan lahan. 

Hal ini secara umum diharapkan, mengingat hutan ada untuk dimanfaatkan dan dikelola 

sesuai dengan peruntukannya, asalkan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan 

sehingga generasi mendatang dapat merasakan kelestarian ekosistem (He, 2022b). 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

Dasar 1945 memuat ketentuan-ketentuan pokok bagi pengelolaan sumber daya alam secara 

optimal. Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa negara menguasai tanah, air, dan sumber daya 

alam yang terdapat di dalamnya, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan 

rakyat. Namun sayang, dalam perjanjian-perjanjian dan pelaksanaan selanjutnya, 

penguasaan negara lebih ditonjolkan sehingga mengedepankan gagasan Hak Menguasai 

Negara (HMN) (Thani, 2017). 

Indonesia adalah negara hukum, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan hanya boleh berdasarkan hukum, sebagaimana 

tercantum dalam penjelasan UUD 1945 (UUD 1945). Hal ini juga berfungsi sebagai 

“barometer” untuk menentukan apakah suatu tindakan atau tindakan tertentu sesuai 

dengan pedoman yang telah ditetapkan atau tidak. Satu-satunya klausul dalam UUD 1945 

tentang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam terdapat pada Pasal 33 ayat 

(3). Klausul ini menjadi landasan kewenangan pemerintah untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. 

Kebijakan hukum undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan perangkat 

hukum yang terkandung di dalamnya menguraikan konsep-konsep pembangunan yang 

memperhatikan aspek lingkungan hidup secara hukum formal (Erdoğan, 2021). Namun 

instrumen hukum ini kehilangan sebagian efektivitasnya dalam mencapai tujuan hukum 

pengelolaan lingkungan hidup ketika berhadapan dengan peraturan perundang-undangan 

tertentu dan pengelolaan sumber daya alam. Lembaga negara, khususnya Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diberikan hak penguasaan negara terhadap hubungan 

hukum antara kehutanan, lingkungan hidup, dan sumber daya hutan. Kewenangan negara 

terhadap hutan dapat dijelaskan. (D’Amato, 2020) Dalam hal ini negara menggunakan 

kewenangannya sendiri untuk memanfaatkan hutan. 

Ketiadaan instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan 

lingkungan hidup akan menghambat optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa 

upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggarnya, maka lingkungan hidup 

akan mengalami kerusakan yang luar biasa (Ceccherini, 2020). Undang-undang memainkan 

peran penting dalam mencegah individu melanggar undang-undang lingkungan hidup. 

Ketiadaan peraturan lingkungan hidup akan mengakibatkan kerusakan yang signifikan 

terhadap lingkungan hidup. Masyarakat mengabaikan orang lain dan memanfaatkan hutan 

lindung secara sembarangan demi kepentingannya sendiri. Kerusakan lingkungan akan 

dikurangi dengan adanya undang-undang lingkungan hidup yang ditegakkan secara tegas 

terhadap para pelanggar (He, 2022a). Hal ini disebabkan oleh hukuman berat yang 

dijatuhkan undang-undang kepada mereka yang melanggarnya. 
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Secara hukum, seluruh kelompok masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama 

dalam pengelolaan hutan secara berkala dan seragam. Dari segi hukum, pengelolaan stigma 

masih belum sepenuhnya berhasil diterapkan oleh negara atau masyarakat luas. Hal ini 

dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya hutan mangrove dalam 

menjaga lingkungan perairan di sepanjang pantai, serta kegagalan aparat penegak hukum 

dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir 

pantai. Selain itu, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat rendah. 

Pada kenyataannya, keberadaan hukum dalam masyarakat dapat dilihat sebagai alat 

untuk mengubah norma-norma sosial, termasuk cara berpikir dan berperilaku, serta 

sebagai alat untuk menertibkan kehidupan masyarakat (Fletcher, 2021). Untuk menangani 

perusakan hutan secara terorganisir secara efektif dan efisien serta memberikan jera bagi 

pelakunya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan kerangka hukum.  

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan diatas penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwasannya hukum tata negara memiliki peran yang sangat besar dalam 

mewujudkan keberlanjutan pengelolaan hutan dan ekosistemnya. Hal tersebut 

dikarenakan saat ini terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan ekosistem hutan, salah satunya adalah perbuatan oknum-oknum 

untuk merusak hutan sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu. 

Apabila hal tersebut tidak diatasi maka sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia 

tidak akan terjadah dan perlahan akan punah. Sedangkan keberadaan hutan di Indonesia 

menjadi pencegah dari berbagai bencana alam (Zhu, 2021). Saat ini banyak sekali bencana 

alam yang terjadi di daerah-daerah yang memiliki hutan dengan ekosistem yang tidak 

terjaga, salah satunya adalah banjir.  

Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut agar para oknum yang merusak hutan 

memiliki rasa jera untuk tidak mengulanginya kembali adalah dengan menetapkan hukum 

yang ketat dan tegas (Mishra, 2020). Penulis telah menyebutkan beberapa Undang-undang 

yang membahas mengenai hukum dalam lingkungan hidup dan menjaga ekosistem hutan. 

Apabila perilaku merusak hutan dapat dicegah maka upaya dalam mewujudkan 

keberlanjutan pengelolaan hutan dan ekosistemnya. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

hukum tidak diberlakukan dalam menjaga kelestarian alam, maka perlahan alam akan 

musnah. Hal tersebut sudah sangat jelas menunjukkan peran besar yang dimiliki oleh 

hukum dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan di Indonesia.    

Simpulan 

Hutan adalah anugerah dari umat manusia untuk menjamin kelangsungan 

hidupnya. Kita dapat berkontribusi terhadap pelestarian hutan dengan mengelola hutan 

dan memanfaatkan hasil hutan secara non-eksploitatif. Selain itu, undang-undang yang 

bersifat memaksa dan protektif harus menyurutkan semangat pihak-pihak yang merusak 

hutan akibat ulah manusia jika kita ingin anak cucu kita dapat menikmatinya. Selain itu, 

program sosialisasi dan edukasi harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan nilai perlindungan hutan. Sebelum memberikan akses kepada 
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kelompok tani terhadap pengelolaan hutan, pemerintah harus melakukan evaluasi skala 

besar untuk menelusuri sejauh mana praktik pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan 

dan dampak kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.  

Kemudian hukum tata negara memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan 

keberlanjutan pengelolaan hutan dan ekosistemnya. Hal ini dikarenakan melalui hukum 

dapat mencegah ataupun mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi dalam 

ekosistem hutan seperti kebakaran hutan, yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Oleh 

karena itu dengan adanya hukum yang mengatur sanksi mengenai perilaku merusak 

ekosistem hutan maka akan memberikan efek jera kepada para pelaku, sehinga tindakan 

merusak hutan dapat diminimalisir dan Indonesia dapat mewujudkan keberlanjutan 

pengelolaan hutan serta ekosistemnya. 
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